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GUBERNUR SULAWES] TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWES! TENGGARA
NOMOR: 28 TAHUN 2010.
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SULAWES] TENGGARA

Menimbang

Mengingat

C 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

a.bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Fasal 24 ayat (3) Peraturan

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Takun 2010 tentang
Pemberian Insentif aan Pemberian Kemudahan Penariaman Mo4al di
Provinsi  Sulawesi Tenggara, menegaskan bahwa Tata Cara
pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal ditetapkan der.gan
Peraturan Gubernur, yang berpedoman pada Paraturan Kepaia BKPM:

.bahwa pziaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang

penariaman modal sebagairnana dimaksud huruf a bertujuan untuk

fasilitas fiscal, dan informasi mengenai peranaman modal dengan cara
mempercepat, menyederhanaken pelayanan dan meringankan atau
merighilangkan biaya pengumisan perizinan dan nen perizinan;

. batwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimahksud huruf a dan

huruf b, maka perly menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi
Tenggara tentang Tata Cara pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Penanaman Mocal di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Undang-undang Nomer %3 tahun 1964 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganii lUndang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Peml:en'ukar Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat
| Sulawesi Tenggara dengan mengubeh Undang-undang Nornor 47
Pro. Tahun 1960 tentang Pembentukan Naerah Tingkat | Sulawesi
Utara — Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan — Tengoparo
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94
Tambahan Lembaran tegara Republik Inacnesia Nomor 2687):
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 167,
Tambahan Lembarar: Negara Republik Indonesia Nomor 3838)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Urcang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentaing Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83,
Tambanhar, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tampahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-uncang Nomor 32 Tahun 2004 teritang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan  Lembaran Negera Rerublik Indonesia Noraor 4437)
sebagaimana telah diubah dua Kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Ncemor 32 Tzhun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Reputiik Indonesia Nomor 4844);



Menetapkan

5. Undang-Undang Nonior 25 Tahun 2007 tentang Penanamar. Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63,
‘Tarnbahan Lembarar, Negaie Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Talhun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Neqgara
Republik Indonesia Nomor 5089);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20C5 tentang Pedoman
Periyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Inrdonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambaran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemtagian
Urusan Femerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kakupaten/Kota (l.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indunesia Nomor A737;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Moda! di Daerah
(Lembaran Negara Rapublik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008
Nonior 88, Tambahai Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4861);

10.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Ternadu Salu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

11. Keputusan Menteri Fendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun
2004 tentang Pedomar. Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Mesyarakat Unit Pelayanan Ins.ansi Pernerintah:

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomcr 4 Tahun 2004
tentang Ketentuan Penanaman Modal Investas: di Provinsi Sulawesi
Tenggaia;

13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Fengyara Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Teta Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;

14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Keinudahan Penanaman
Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara;

15.Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 22 Tahun 2009
tentang Pedumar. Standarisesi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawes; Tenggara.

MEMUTUSKAN :

PERATJURAN GUBERMUR TENTANG TATA CAﬁA PELAKSANAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENANAMAN MCDAL Di
PROVINSI SULLAWESI TENGGARA.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Guberiur ni yang dimzksud derigan :

hrwb -~

Daerah adalah Provirsi Sulawesi Tengyarg;

Pemerintah Daerat: adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Gubernur adaiah Gubernur Sulawesi Tenggara;

Penanamen Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh
Peranam Modal Dalam Negeri maupun Fananam Modal Asing untuk melakukan
usaha cli Sulawesi Tenggara:

Badan Penanaman Modal Daerah se'arjutnya disingkat BPMD adalah Badan
Penanaman Modal Daeiah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan
pelaksenaan suatu perizinan dan nor perizinan yang mendapat pendelzgasian atau
pelimpehan wewenang daii lembaga atay instansi yang memiliki kewenangan
perizinan dan non perizinan, yang proses pengeloiaannya dimulai dari tatap

permohonan sarnpai dengan tahap terhitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu
tempat;

Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan
Penanaman Modal yang dapat Lerupa Penanaman Modal Dalam Negeri dan
Penanzman Modal Asing;

Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah Persetujuan Penaraman Modal
Leserta fasilitasnya sesuai Peraturan Perundang-undarigan yang berlaku, dan juga
berfungsi sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha;

Persetujuan Penanaman Modal Asing acalal Persetujuan Penanaman Modal beserta
fasilitasnya sesuai Peraturan Perundang-Undangari yang berlaku, yang berfungsi pula
sebagai persetujuan prinsip atau iz:n usana:

10.  Pendeiegasian wewenang adaiah penyerahan tugas, hakkewajiban, serta

1.

pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganennya
atas nama pemoeri wewenang oleh Gubernur kepada kepala PDPPM dengan uraian
yang jelas;

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewgjiban, serta
pertanggungjawaban perizinan dari non perizinan, termasuk penandatanganannya
atas nama penerima weweriang oleh Kepzia BKPM kepada Gubernur sebagaimana
diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas;

12.Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, ‘wvewenang, kewajiban, dan

pertanggungjawaban, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang,
dari Kepala BKPM kepada peinerintah KKaoupaten/Kota untuk melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang penanaman maodal yang meniadi kewenangan Pemeriiitah
berdasarkan hak substitusi, sebagaimana ciatur dalam Pasal 3C ayat \8) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Parianaman Modzl, yang ditetapkan dengan
uraian yang jelas;



13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Penghubung adalah pejabat pada, Pemerintah Provinsi, yang ditunjuk untuk
membantu penye'esaian perizinan dan 1nor. perizinan, memberi informasi, fasiliiasi,
dan kemudahan di bidang penanamain modal yang menjadi kewenangan Gubernur,
dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggurgjawaban yang
jelas;

Non perizinan adalah segala beatuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan
informasi mengenai  penanaman rnodal, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pernerintah Daerah berdasarkan
Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalit.s, menyatakan
sah atau diperbolehkannya seseorang ateu badan untuk melakukan usaha atau
kegiaten tertentu;

Sistern Pelayanari Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang
selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan perizinan dan non
perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/LPND yang memi'iki
kewenangan perizinan dan non perizinan, PDPPM, dan PDKPM. Stanaar
Kualifikasi PTSP di bidang penanaman rnodal;

Persetujuan Fasilitas Penanamain Modal adalah persetujuan mengenai pemberian
fasilitas Penanaman Modal fasilitas fiskal c'an on fiskal nasional yang difasilitas’ oleh
BKPM:

Izin Usaha Periuasan adalah lzin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk
melaksar.akan kegiatan produksi komersil atau penambahan produksi jasa sebagai
pelaksanaan atas surat persetujuan perluasan Peranaman Modal yang sebalumnya
telah diperoleh perusat.aan:

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang di'akukan oleh perseorangan atau Badan
kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbarg, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyclenggaraan pemerintahan daerah dan Fembangunan daerah;
Pemberian Kemudahan adalah penyediaar: fasjlitas dari Femerintah Daerah kepada
Penanam Modal untiuk mempermudah seidap kegiatan penanarnan modal dalam
rangka mendorong penirigkatan penanaman modal didaerah;

Perangkat Daerah Provinsi oidang penaraman inodai yang selanjutnya disingkat
PDPPM adalah unsur pembaritu Kepala Daerahh dalam rangka pelaksanaan
pemerintahan Daerah Provinsi, dengan hentuk sesuai dengan kebutuhan . masing-
masing pemerintati Provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi
aibidang penanaman modal di pemerintah Provinsi |



22. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang penaraman modal yang selanjutnya

disingkat PDKPM acdalah  unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka
oclaksanaan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan bentuk yang sesuai
dengan  kebutuhan masing-masirg  pemerintah Kabupaten/Kota,  yang
menyelenggarakan fungs; utama koordinasi bidang penanaman modal di pemerintah
Kabupaten/Kota.

BAB ||

TUJUAN, FUNGS!, RUANG LINGIKUP DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN PTSP

Bagian Portaina
Tujuan

Pasal 2

PTS® di bideng penaraman modal berujuan untuk membantu penanam modal calam

memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitasi f;skal dan informasi mengenai Penanaman

Modal, derigan cara mempercepat, menyedernanakan pelayanan dan meringankan biaya

perizinan dan non perizinan.

Bagian kedura
Fungsi
Pasal 3

Fungsi Utama Pelayanan Terpadu Satu Pintu dividang peinanaman modal adalah sebagai
berikut :

a.

® o o o

—h

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Kebijakan dibidang penariaman modal di
daerah; '

Mengkaji dan mengusuikan kebijakan peleyanan penanaman modal di dasrah;
Memberikan insentif daerah dan/atau kernudahan penariaman modal qi daeran:
Membuat Peta penanaman modal Provinsi;

Mengembangkan peluang dan Potensi penanaman modal di Previnsi dengan
memberdayakan badan usaha;

Mempromosikan penanaman modal di daereh:

Mengembangkan sektor usaha penanamean modai Previnsi melalui, pembinaan
renanaman modal, antara iain meningkatkan kemitraar, meningkatkan daya saing,
menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang se luas-

luasnya dalam lingkup pelaksanaarn penaneman modal;



h.

Membantu penyslesaian berbagai hambaizn  dan permasahalan yang dihadapi
penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di daeran.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup PTSP meliputi

a.

b.

(1)

Peiayanan semua jenis perizinan penanaman nodal yang diperlukan untuk
merealisasikan kegiatan penanaman modal.

Pelayanan non perizinan yang maliputi penerbitan rekomendasi , termasuk
rekomendasi Visa izir tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal serta
pelayanan informasi.

Pelayanan pengaduan masyarakat atas nambatan pelayanan PTSP ci bidang
penanaman modal.

Pelayanan kemudahan pelaksanasn kegiatan penanaman modal termasuk
memberikan banwan ataui fasilitas pelayarian perizinan dan non perizinan yang terkait
dengan pelaksanaan penanaman moda!.

Bagian Keeinpat
Persyaratan pelaksanzan PTSP
Pasai 5

. Untuk melaksanakan PTSP dibideng Penanaman Modal harus memanuhi standar

kualifikasi sebagai berikut :

a. Persyaratan dasar;

b. Persyaratan Tambahar, dan
c. Keunggulan lain.

. Uraiar persyaratan dasar, persyaratan tarnbahan dan keunggulan lain, pelalksanaan

PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢ tercantum
dalam lampiran | Peraturan ini.

BAB i
TATA CARA PELAKSANAAN PTSP

Bagian pertama
Jenis — Jenis Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 6

Jenis — Jenis perizinan meliputi :

7. Pendaftaran penanaman modal;

b. Izir prinsip penanaman modal;

C. lzin prinsip perluasan penanaman modai:

d. Izin prinsip peruhahan penariamair mocai:

e. Izin usaha, Izin usaha perluasan, lzin usaha penggabungan permohonan
penanaman modal (Merger) dan izir, usaha perubahan;

f. 1zin —izin lainnya dalam rangka pelaksanaari penananian modal.



(2) Jenis - Jenis Non Perizinan melipt.ti -
a. Pemberian insentif daerah;
b. Layanan informasi dan pengaduan:
c. Non perizinan lainnya pemberian kemudzshan penanarnan modal.

Bagian Kecua
Permohenan Perizinar dan Non Perizinan

Pasal 7

(1) Untuk mempernleh perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal oihak
yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada Kepala BPMD:;
(2) Permohonan sebajairnana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual
atau elektronik malalui SPIPISE.
(3) Permohonan setagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memus.: keterangan
tentang :
a. Nama perusahaan.
b. Nama Pemohon.
c. Penyertaan modal.
d. Alamat: Nomor Telepon, Faximile, E-mai!, E-mail Address.
e. Akta Pendirian
f. Keterangan rencana nenanaman modal :
- Bidang usaha
- LoKasi Proysk
- Produksi pzrtahun

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila telah memenui syerat
sebagaimana dimalsuc, pada ayar ( 3) selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat
belas) hari Kepala Bacan Penanaman Modal Daerah daoat menerbitkan izin.

(5) Penerbitan perizinan dan non perizinan terkait dengan Tata ruang, Lingkiungan hidup,
Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan rnasyarskat, jengka waktunya berpedornan
pada Ketentuan Peraturan Perundar.g-Undangan yang ber!aki dan dapat dikerualikan
dari batas waktu sebagaimana dimaksud paca ayat (1)

Pasal 8
(1) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
menggunakan mekanisme Front Office (FO), Back Office: (BO).
(2) Front Office (FO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.Pendaftaran penanaman modal.
b. 1zin prinsip.
C. lzin usaha.

(3) Back Office (BO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Penyusunan Output

(4) Mekanisme Front Office (FO) dan Back Office (BO) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayet (3) tercantum dalam lampiran V, VI dan VI| Peraturan ini,

(5) Petugas Front Office (FO) dan Back Office (BO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara- struktural oertarggungjawaba keparia Kepala BPMD dan secara teknis
operasional bertanggungjawab kepada Kepzla PTSP BXPWi.



Pasal 9

(1) Untuk memperoleh perizinan dan non perizinar) dikenakan biaya.

(2) Besarnya biaya penerbitan perizinan dan non perizinar sebagaimana dimaksud nada

(1)
(2)

ayat (1), dihitung sesuai cengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi.

BAB IV
PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Pelayaran Iniormasi
Pasal 10

Penanam modal dapat memperoleh pelayarian informasi terkait penanaman modal
pada PTSP BadanPenanaman Modal Dasrah.
Pelayanan informasi s3bagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
a. Layanan birnbingan pengisian formulii oerizinan dan non perizinan yang terkait
penanaman modal.
b. Layar.an konsultasi atas informasi, melipusi ;
1. Peraturan perui idang-undangan dibidang penanaman moda';
2. Potensi dan peluang penanaman modai;
3. Daftar bidang usaha tertutup, dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan:
Jenis, tata cara proses permohonan, hiaya, dan waktu palayanan perizinan dan
non perizinan;
Tata cara pencabutan perizinan dan noi perizinan;
Teta cara penyampaian laporan kegiat=n penanaman modal;
Teta cara layanan pengaduan pelayar.an penanaman modal;
Data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan non parizinan
penanaman modul;
9. Data perkembangan penanamari modal, kawasan iridustri, harga 'itilitas, upah,
dan tanah;
10.Informasi perjanjian internasiona| dibidang penanaman rnodal.

NGO N

Begiarn Kedua
Pelayanan Pengaduan Masyaraka:
Pasal 1

Dalam hal penanam modal, tidak puas atas pelaksanaan PTSP BPMD, maka
penanam modal dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BFMD.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui layanan
pengaduan (help d=2sk) penanaman modal yang tersedia pada PTSP.

Pengaduan dapat dilakukan melalui petugas Ioker, telepon, faximile, dan sarana
elektronik lainnya, atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di PTSP.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dirtindaldanjuti oleh pejabat yang
berwenang.




(3). Dalan: hal sudah terintegrasi cengan SPIPISE, laporan data penanaman modal
dilakukan secara otomasi (on-line).

(4). Bentul laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum qalam
lampiran lll Peraturan ini.

BAB ViI
KOORDIMASI PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 16

Badan Penanaman Modal Daerah wajib melakukan keordinasi dengan BEKPM dan Satuan
Kerja Perangkat Daeran Kabupaten/Kota yang inénangani penanaman modal.

BAB Vil
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Perizinan dan non Perizinan yang teleh diperoleh gari Pemerintah Daerah sabelum
berlakurya Pereturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
perizinan dan non perizinan tersebut dan dapat dioerpanjang sesuai aengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penanam modal yang sebelumnya telah mempercleh perizinan dan non perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayai (1), yang membutuhkan perizinan dan non
perizinan lebih larjut, permohonannya diajukan kepacla PTSP BPMD.

BAB I,
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agai setiap orang mengetahuinya, memesrirtahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daeran Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 25 ~(0- 2910

PARAF KOCRDINASI /] GUBERNUR SLIJAWESI TENGGARA,

{507 UNIT SATUAN KERJA | PAR BT
LT Hesden A (A
v.3 {IKARO Hllovit 3 ,
i 4 H. NUR ALAM
L\‘ & 5
Di Undangkan di Kendari
Pada Tanggal 2.5 =g 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESII TENGGARA,

H. ZAINAL. ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWES! TENGGARA
TAHUN 2010 NOMOR : 2@



LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR

z 28

TANGGAL : )t . 10-2010

URAIAN PERSYARATAN DASAPR, FERSVARATAN

TAMBAIIAN, DAN KEUNGGULAN LAIN

|
|
I
|

PENYELENGGARAAN PTSFE DIBIDANG PENANAMAN MODAL
| No. Tolok Chur Persyaratan Dasar Persyaratan Tambahan __KeunggulunLain ]
M1 z 3 4 5 h
a. | Sumber Daya Manusia | 1. Kepala PDPPM yang melaksanakan | 1. SDM pernah mengikuti dan meniliki | 1. Memiliki ketersediaan SDM
(SDM) yang professional fungsi PTSP dibidang Penanaman sertifikat pelatihan sektoral. berpendidikan tinghat Magister (S2).
dan memiliki kompetensi Modal minima! eselon I1.b | 2. SDM menguasai minimal sclah safu | 2. Memiliki  program  peningkatan
yang hand:l. 2. Kepala PDPPM vyang nielaksanakan | bahasa resmi PBB (Bahasa TInggric, kapasitas pegawai melalui on job
fungsi PTSP dibidang penanaran | Bahasa Perancis, Bahasa Spanyol, training, pelatihan berkesinambungan,
modal berpendidikan minimal Sarjana | Bahasa Jerman, Bahasa Mandarin, pengembangan  keperibadian  atau
(81) atau pengalaman kerja minimal 15 Rahasa Arab, atau Bahasa Rusia). training  customer to  service
tahun. | 5. SDM Menghasai pengguraan inierner. evcelience (C2SE) vang dilakukan
i 5. Kepala FOPPM  yang  melaksanakan | 4. Minima! 75 % (Tujuh puluh lima secara rutin rmnimal satu kali dalam 1
fungsi PTSP dibidang penanaman | persen) SDM-nya pernah mengikuti (satu) tahun
modal pernah bekerja diunit kerja | pelatihan penanaman modal tingkat
| bidang ekonomii. | dasar.
4. Tersedia minimal 3 (tiga) orang petugas | 5. Minimal 50 % (Lima puluh persen)
| Front Office (FO) dan 5 (lima) orang SDM-nya pernah mengikuti pelatihan
petugas Back Office (BO). | penanaman modal tingkat lanjutan
5. Pendidikan minimaj Sarjana (51), periama.
untuk petugas FO dar. minimal Sekolah | 6. Minimal 30 % (Tiga puluh persen)
Menengah Atas (SMA) atau sederajat SDM-nya pernah mengikuti pelatihan
untuk petugas BO. Penanaman  modal tingkat lanjutan
: kedua.
7. Minimal 10 % (sepuluh persen) SDM-

nya pernah mengikuti pelatihan
pelayanan informasi dibidang
penanaman modal.




o Rk,

=

pemerintaban Provinsi.
2. Mudah diakses, yaitu berada pada jalur
yang dilalui angkutan umum.
. Luas bangunan mininal 160 M2.
. Lahan dan bangunan milik sendiri.
5. Tersedia arca  parker dengan luas
memadai.

AW

|

Yeselamatan gedung.

. Tersedia petunjuk arah yang jelas untuk

mencapai lokasi kantor.

. Menggunakan papan nama yang berisi

icentitas  kantor yang ditempatkan
dibagian depan kantor.

. Bebas asap rokok.

21 3 4 5
6. Tercedia minimal 2 ( dua) orang petugas
5 aSministrasi/tata usaha.
7. Pendidikan minimal Sekoluh '
Peudicdikan ininimal  Sarana (S1)
untuk  petugas FO dan untuk
administrasi/tata usaha. ‘
8. Kepala PDPPM yang melaksanakan |
fungsi PTSP dibidang penanaman
modal dan seluruh petugas FO dan BO
menguasai ketentuan penanaman modal
dan ketentuan sektoral. w
. Peiugas administrasi/tata usaha
| menguasai tata naskah dinas (tata
persuratan).
10. SDM menguasai pengunaan computer.
1. Petuges (FO) berpakaian rapi dan .
_— . seragam.
b. | Tenipat 1. Tempat tidak lebih dari 1 km dari pusat | 1. Tersedia  sistem keamanan  dan | 1. Gedung kantor memiliki

desain/arsitektur modern, menarik atau
unik mencerminkan kekhasan daerah
setempat.

2. Lay out ruangan mengikuti standar
desain yang ditetapkan oleh BKPM.
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4
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d. | Media 'uformasi.

Tersedia papan informasi penananan | 1.

modal yang di pasang ditempat
Strategis, terutama dibagian muke
kantor dengan tamgilan dan kemasan |
yang menarik. i
Tersedia informasi  dibidang
penanaman modal minimal dalam 2
(dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia |
dan bahasa Inggris. ,

)

Mcdia infoimasi tersedia minimal
dalam 3 (tiga) bentuk yaitu
bookiet/buku saku, leaflet/brosur, dan
VCD/DVD.

Tersedia minimal 5 jenis informasi
peranaman  modal yang meliputi
potensi dan peluang penanaman modal,
peraturan perundang-undangan
aibidang penanamar modai, Jaftai
bidang usaha tertutup dan bidang vsaha
yang terbuka dengan persyaratan, alur
(flow  chart) proses pelayanan
penanaman modal | persyaratan yang
diperlukan, jangka waktu peuyelesaian

pelayanan, dan biaya yang dibutuhkan. f

1.

Tersedia ruangan khusus berbeniuk
ruang pzmer (show room) yang berisi
berbagai  informasi  penanaman
modal, peta wilayah, lokasi/jenis
potensi dan realisasi investasi, seria
contoh-contoh produk potensial
daerah,

Tersedia layar informesi eleltronil
(screen) diruang tunggu/iuang tamnu.

Mekanisme xerja dalam
bentuk petuijuk
pelaksaraan PTSP
dividang penanaman
modal yang jelas, mudah
dipahami dan mudah
diakses oleh penanamau
medal.

Tersedia Peraiuran Daerah mengenai |
persyaratan, jangka waktu |
penyelesaian, dan biaya pengurusar. |
perizinan dar: non perizinan.

Tersedia  Peraturan  Daerah yang
mengatur pelaksanaan fungsi PTSP.

Peringkatan penyelenggaraar  PTSP
sesua: dengan NSPK yang ditetapkar,
dalam Peraturan Kepala BKPM dan
Peraturan  Mented Teknis/Kepala
LPND.

Rata-rata waktu penyelesaian yang
diperlukan untuk pengurusan perizinan
dan non perizipan kurang dari 10
(sepuluh) hari %er;a.

Lebih dari 50 % (lima puluh persen)
peizinan dan non perizinan yang

dikelhiarlran tidal mamhntithlkan hiava

R g e LSt .5 403 $ $4 3.1 82 855 83 €23 4 viny L.

Waktu pelayanan perizinan dan non
perizinan dari jam 09.00 — 15.60.

[—

Persyaratan, jangka waktu dan biaya
perizinan dan non perizinan sesuai
dengan NSPK yang ditetapkan dalam
Pertauran  Kepala BKPM  atau

Peraturan  Menteri Teknis/ Kepala
LFND.

Pengnubung PDPTM mempunyai
wewenang  urtuk  memberikan
keputusan  perizinan dan  non
perizinan daerah  sesuai dengan
kewenangan.

Rata-rata  jangka  waktu yang
diperlukan untuk pengurusan

perizinan dan non perizinan kurang
dari 5 (lima) hari.

Mendapat ISO 9001-2000 terkait
system manajemen mutu dan kualitas

pelayanan ]
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9. Pembatalan

Nomor &
No. | Nama Perusahaan Tanggal 1zin

Pembatalan

Bidang Usaha

Invertasi

'¢. Penanaman Modal Dalam
Negeri (Rp. Juta)

—

N TN

d. Penanaman Mocdal Asing
Negeri (US$.Ribu)

3
4

1
)
-

[

(o

C. Kinerja Penyelenggarean Pelayanar. Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman

Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasil Penilaian Mandir; Kualifikasi PTSP.

Sl el =8

D. Saran.

i o o —————————— Y - S———

. PFERRATF KOORDINASI

L U, SATUAN KERJA | PR AT
% S/ %
.,,,‘,,“.J e X A - v 4
| T 1 Badan onanamoy @ A
3 | FARe Hude !

Al

q
8 r

53]

Rincian Perkembangan Kelengkapan Tolok Ukur PTSP.
Keluhan, hambat~n dan kendala terhadap penyelenggaraan PTSP.
Keluhan, hambatan dan kendala pemanfaatan layanan SPIPISE.

GUBERNUR S

WESI TENGGARA

H.NUP ALAM



Lampiran Surat Nomor ....... Tanggal . . .. ..

A. Perkembangan Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanainan Modal Acing
Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tanun ... ..... (berdasarkan pendaftaran Penanaman Modal
atau Izin Prir.sip Penanaman Modal).

& §
3

Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Dalam Megeri Dirinci Per Kab./Kota.

No. | Lokasi (Kah./Kota Jumlah Nilai Tnvestasi| Penyerepan Tenagu Ket.
Proyek (Rp: Juta) Kerja
r Indonesia Asing

1
2 e
3 & .
4 R
5| s

Jumlah T

2. Berdasarkan Sektor Usaha Penaneman Modal Dalam Negeri

Jumlah Nilai Investasi| Penyerapan Tenaga Ket.
No. Sektor Proyek (Rp. Juta) Kerja
- Indonesia Asing ]
L. Sektor Primer

1 | Tanaman Pangan
dan Perkebunun
2 | Peternakan

3 | Kebutanan
4
5

Perikanan
Pertambangn

II. Sektor Sekunuer
Industri Makan
Industri Tekstii

3 | Industri barang dari
kulit dan alas kaki
4 | Industri kayu

5 | Industri kertas dan
percetakan 1
¢ | Industri l:i1n*a dan
farmasi

7 | Industii karet dan
|| plastik

& | Industr, taineral non
| logam
9 | Industri logam,
mesin dan
elektronika

10 | Indust1i instrument
kedokteran, presisi,
optik dan jam.

11. | Industr1 kendaraan
bermotor dan alat
transportasi

2. | Industri Lainnya |




I11.

Sektor Tersier

Listrik, gas dan air

Konstruksi

Perdagangan dan
reparasi

Hotel dan restoran

NNEND

Transportasi,
gudang dan
komunikasi

Perumahan,
kawasan industry
dan perkantoran

7

Jasa lainnya

Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal dalam Negeri

| No. | Nama Perusahaan | Nomor dan Tanggal Realisasi | Pcnyerapan Tenaga
Pendaftaran Bidang | Investasi Kerja
Penanaman Modal | Usaha | (Rp. Juta)
atau Izin Prinsip
Penanaman Modal
‘ _ _| Indonesia | Asing
._.l —_—
2 o S,
3 =
4 —
5 . e
Jumlah

Berdasarka Lokasi Proyex Penanuman Mocal Asing Dirinci Per Provinsi atau Kab./Kota

No. | Lokasi (Kab./Kota Jumlah Nilai Investasi Penyerapan Tenaga | Ket.
Proyek (Rp. Juta) Kerja
R _ | Indonesia Asing
1
_2 e

3 i

4 |

5 I
Jumlah . _ |




. Berdasarkan Sektor Usaha Penanzman Modal Asing

No.

Sektor

Jumlah
Proyek

Nilai Investasi
(Rp. Juta)

Penyerapan Ten}g\
Kerja

Indonesia Asing

| Kat.

Sektor Primer

Tanaman Pangan
dan Perkebunan

Peternakan

Kehutznan

Perikanan

Pertambangn

Sektor Sekunder

s

Incustr. Makan

Industri Tekstil

Industri barang dari
kulit dan alas kaki

Industri kayu

Industri kertas dan
percetakan

Industri kimia dan
farmasi

Industri kacet dan
plastik

Industri mineral non
Jogam

Industri logam,
mesin dan
elektronika

10 | Industri instrument

kedoktcran, presisi,
optik dan jam,

Industri kendaraan
bermotor dan alat
transportasi

Industri Lainnya

Sektor Tersier

Listrik, gas dan air

Konstruksi

WNH.SE

Perdagangan dan
reparasi

=

Hctel 4an restoian

L

Transportasi,
gudang dan
komunikasi

Perumahan,
kawasan industry
dan pe.kantoran

Jasa lainnya




6. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing,.

[ No. | Nama Perusahaan | Nomor dan Tanggul Realisasi Penyeranan Ter@aﬁ1
Pendaftaran Bidang | Investasi Keria
Penanaman Modal | Usaha | (US$. Ribu)
atau 1zin Prinsip
Penanaman Modal
L “Indonesia | Asing
{
2
3
3 — |
5 e
Jumlah ] |

B. Perkembangan Realisast
Periode | Januari S/D 31 Desember Tahun

Kegiatan Penanaman Modal/LKPM).

1. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modat Dalam Negeri Dirinci Per Kab./Koia.

Penanaman Modal Dalam Negeri den Penanaman Modal Asing
(Berdasarkan Izin Usaha atau Laporan

[ No. | Lokasi (Kab./Kota Jumiah Nilai Investasi| Penyerapan Tenaga Ket.
Proyek (Rp. Juta) Kerja |
| Indonesia Asing,
1 1
2
3
4 ——
5 I
L Jurulah o
5 Berdasarkan Sektor Usaha Peranaman Modal Dalam Negeri
F Junalah Nilai Investasi| Penyerapan Tenaga Ket.
No. Sektor Proyek (Rp. Juta) Kerja
N Indonesia Asing
VIL.  Sektor Frimer

Tanaman Pangan
dan Perkebunan

Peternakan

Kehutanan

Perikanan

Pertambangn

Sektor Sekunder

Industr Mukan

| Tndustri Tekstil

Industri barang dart
kulit dan alas kaki

Industn kayu

RES wz\)t»—as_ux\uwm -
—
e

1

Industri kertas dan
percetakan

(@)}

Industri kiinia dan
farmasi




6. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing

]_No. Nama Perusahaan | Nomor dET“anggal Realisasi Penverapan Tenaga
Izin Usaha atau Bidang | Investasi Kerja
LKPM Usaha | (USS. Ribu)
o B Indonesia Asing
1
2 -t —— “—- o
: e
4 T |
5 - _
Jumlan L i L
7. Penggabungan Perusahaan
[ Nomer& [T
No. Nama Perusahaan Tanggal izin Bidang Usaha investasi
Penggabungan
a. Penanaman Modal Dalam
Negei (Rp. Juta) e e _
l
T
nanaman Jcdal Asing . o T
egeri (US® Ri') _ __ 1
. Pencabutan
f_‘ Nomor & -
No. | Nama Perusahaan Tanggel jzin Bidang Usaha Investasi
Pencabutan
a. Penanaman Modal Dalam |
Negeri (Rp. Juta)
] ]
Z _ .
3 ~ o .
4 ~
EN
#b_. Penanaman Modal Asing B
Negeri (USS.Ribu) .
1 —
3




5. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing

PR

No.

Sektor

Jumlah l Nilai Investast
(Rp. Jura)

Proyek

Penyerapan Teaaga
Kerja

Indonesia | Asing

Ket. X

| X. Sektor Primer

I

Tanaman Pangan
dan Perkeburan

Peternaken

Kehutanan

Perikanan

Pertambangn

Sektor S+ kunder

Industii Makan

Industri Tekstil

posbe st
[ R

Industri barang dari
kulit dan alas kaki

Industri kayu

Industr: kertas dan
percetakan

Industri kimia dan
farmasi

Industri karet dan
plastik

Industri mineral non
logam

Industri logam,
mesin dan
elektronika

Industri instrument
kedok:erar, presisi,
optik dan jam.

Industii kendaraan
bermotor dan alat
trangportasi

Industri Lainnya

Sektor Tersier

Listrik, gas dan air

Konstruksi

Perdagangan den
reparasi

Hotel dan restoran

Transpoitasi,
gudang dan
komunikasi

Perumahan,
kawasan in.dustry
dan perkantoran

Jasa lainnya




LAMPIRAN IT : PERATURAN GURERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 28
TANGGAL 25-—10-20[0

FORMAT LAPORAN TAHUNAN

Kendari, ... ................ ..
Nomor : Kepada
Sitat . Segera Yth. Kepala Badan Koordinasi
Lampiran 1 (Satu) Berkas Penanaan Modal.
Frerihal Laporan Tahunan Penyel=nggaraan di -
PTSP di Bidang Penancman Modal. Jakarta
Bersama ini  derngan  hornat kami sampaikan laporan tahunan
penvelenggaraan PTSP <i bidang penanaman modal Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun ........ sebagaimana terlanipir.
Dermkian kami [sporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami
menyampaikan terima kasin.
) p \
g:*j'im;} ¢ KOORDINASI (/J-GUBERNUR SULAWESI TENGGARA.
MOT UNIT SATUAN KERJA | PAR A7 |
0 —
TR Bods (o Wi 17 A' /
élg_Mﬂonm 3 X"’" H. NUR ALAM
p.d 4
t~51 5 1.‘._,:
Tentbusan ;
1. Menteri Dzlam Negeri di Jakarta;

tJ

Bupati / Walikota se — Sultra
Arsip



—

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR  : 28 TAHUN 20(0
TANGGAL : 25-(0- 200

Lampiran Surat Nomor............ Tanggai...............

A. Rencana Penanamzn Modal Dalam Negeri dan Penanamar Modal Asing.

No. Nama Perusahzan Nomor Surat Pendaftaran | Alamat Perusahaan Penyerapan Tenaga Kerja Nilai Investasi
PM atau Izi Prinsip PM :

-

Kanior Puvsat | Lokasi Proyek Indonesia Asing

a. Penanaman Mcdal Dalam
Negeri (Kp. Juta)

1.

S - —_— R ——

|

!

b. Penanaman Modal Asing

(USS. Ribu)
1.




B. Realisasi Penanaman Moda] Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. .

—_—

No. Nama Perusahaan Nomor Izin Usaha. BB Alamat Perusahaan
. T ETus

Kantor Pusat J.okasi Proyek | Indon
a. Penanaman Modal Dalam
Negeri (Kp. Juta)




C. Penggabungan {Merger)

No. Nama Perusanaan | Nomor izin Usaha Merger ~ Alamat Perusahaan Penyerapan Tenaga Kerja | Nilai Investasi
N B Kantor Pusat | Lokasi Froyek | Indonesia Asing
a. I cnanaman Modal Dalam
Negeri (Rp. Juta) B
L

|
| & Peranamen Modal Asing ~
. (USS5. Ribu) - | . | “
_ _ _ 1 _ ] |
o ]

T
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LAMXIRAN V:
NOMOR

v = TANGGAL

PERATURAN GUBERNUI\ SULAWES] TENGGAR

ALUR PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

Pendafturan Penanaman Modal

Terima Dokumen
Tanda Pendaflaran

4

[' /)
L T1dak Tanda pendaftar n
Renar 2

v
: Ya
3ahkzn Tanda
pendaftaran dalain
sister1

Investor Fiont Office Staf Kasubdit TU BKPM
A Pemzriksaan
?@glsxﬁn Formulir
ormulir 4 Permohonan & - ‘
Permohonan & ] Persyaratan 172 H_—?_' 2 [
Persyaratan ' Input =
# [Perbaiki Input /Perbaiki
f Data Data Permohonan
I Permohononan Perinohonan
—Tidak™ | lengkan dan
Renar ? —
‘ Penyusunani _PJ Dokumen
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